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Berdasarkan rumusan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian, termasuk talak, harus diselenggarakan di 
sidang Pengadilan. Aturan ini pada masa itu (sebelum diundangkannya Undang-
undang Perkawinan) merupakan hal yang baru bagi umat Islam, karena peristiwa 
ini harus melibatkan pihak ketiga atau penguasa untuk menyaksikan institusi 
talak. Eksistensi ragelasi talak dari deskripsi tersebut tentunya tidak terlepas dari 
sosio-kultur atau sosio politik yang mengitarinya, termasuk dialektika kolonial 
Belanda dan sekutu Jepang yang pernah merumuskan kebijakan di Indonesia. 
Oleh karenanya, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dengan mempertanyakan 
beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan dan perubahan 
diskursus talak dalam konteks sejarah sosial Indonesia. Kedua, mengapa institusi 
talak bagi umat Islam harus diselenggarakan di Pengadilan Agama? 
Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tentunya diperlukan bahan-
bahan untuk mengungkapnya. Data primer dari kajian tesis ini adalah sejumlah 
himpunan aturan perkawinan yang telah diundangkan di Indonesia. Sementara 
data sekunder berasal dari berbagai karya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Dengan demikian tesis ini merupakan penelitian pustaka. Dengan menggunakan 
sejarah sosial, hasil pengkajian dari beberapa sumber tersebut disistemasikan 
dalam bab kedua dan ketiga, setelah itu teori sejarah sosial berupa otoritas 
epistem, kontinuitas, dan perubahan  diaplikasikan dalam bab empat.  
Tesis ini menunjukkan bahwa ada dua periode dari produk hukum talak di 
depan pengadilan. Pertama, perpaduan antara talak yang tidak perlu melibatkan 
pihak pemerintah tetapi harus dicatatkan. Berlangsungnya periode ini dapat 
terlihat sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dengan 
mengundangkan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan 
rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Bentuk administrasi ini kemudian diatur 
di Sumatera tahun 1949 dan diberlakukan di seluruh Indonesia tahun 1954. 
Kedua, perpaduan antara administrasi dan melibatkan pemerintah dalam regulasi 
talak. Dikarenakan pada masa sebelumnya masih menyisahkan problematika 
penyalahgunaan talak, kemudian diundangkan UUP 1/1974 tentang perkawinan, 
yang mengatur bahwa talak tidak hanya dicatatkan tetapi juga harus dilaksanakan 
di depan sidang pengadilan. Pada dasarnya kombinasi yang terakhir ini 
bermodalkan dari aturan yang pernah diberlakukan pada zaman penjajahan 
Belanda. Meskipun demikian, perlunya regulasi talak di depan pengadilan ini 
untuk membendung kejadian talak sewenang-wenang dari pihak laki-laki 
sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang perkawinan 
tersebut. Selain mempersulit perceraian, terutama talak, terlibatnya pengadilan 
juga dapat mengeliminir dampak negatif dari putusnya perkawinan. Dan yang 
tidak kalah fundamentalnya dengan melibatkan negara adalah dengan 
mendapatkan akta cerai sebagai legalitas kepastian hukum. Terakhir, sugesti dari 
penelitian ini bahwa alangkah baiknya apabila terdapat sosialisasi yang diadakan 
oleh pejabat berwenang untuk masyarakat awam dengan tidak hanya 
membicarakan materi-materi yuridis belaka, tetapi juga berkaitan dengan sejarah 




Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesisi ini 
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
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Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ة ba‟ b be 
ث ta‟ t te 
ث ṡa‟ ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ha h} ha (dengan titikdi bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ r er 
ز zai z zet 
ش sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s } es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} (de (dengan titik di bawah) 
ط t }a‟ t } te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ gain g ge 
ف fa‟ f ef 
ق qa>f q qi 
ك ka>f k ka 
xi 
 
ل lam l „el 
و mim m „em 
ٌ wawu w w 
و ha‟ h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya‟ y ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 
ٍيدقعتي ditulis muta‟aqqidi >n 
ةدع ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis “h” 
 
تبه ditulis hibbah 
تيسج /ditulis jizyah 
 
2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h” 
 
ءبينولأا تيارك ditulis kara>mah al-auliya>‟ 
 
3. Bila Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat fatkhah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 
 
رطفنا ةبكز ditulis zaka>tul fitri 
 
D. Vokal Pendek 
 
____________ kasrah ditulis i 
____________ fathah ditulis a 




E. Vokal Panjang 
 
fathah + alif Ditulis a 
تيههبج Ditulis ja>hiliyyah 
fathah + ya‟ mati Ditulis a 
ىعسي ditulis yas‟a> 
kasrah + ya‟ mati ditulis i 
ىيرك ditulis kari>m 
dammah + wawu mati ditulis u 
ضورف ditulis furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
 
fathah + ya‟ mati ditulis ai 
ىكُيب ditulis bainakum 
fathah + wawu mati ditulis au 
لوق ditulis qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 
ىتَأأ ditulis a‟antum 
ثدعأ ditulis u‟iddat 
ىتركش ٍئن ditulis la‟in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 
 
ٌأرقنا ditulis al-qur‟a >n 
شبيقنا ditulis al-qiya >s 
 
2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 




ءبًسنا ditulis as-sama>‟ 
صًشنا ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkapaian Kalimat 
 
ضورفنا يوذ ditulis zawi > al-furud 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan membawa siapapun kepada hubungan keluarga yang baru, dan 
hubungan tersebut bisa hancur baik melalui kematian maupun perceraian. 
Putusnya ikatan perkawinan mungkin nampak sebagai fenomena yang sederhana, 
tetapi dalam kehidupan praktik implikasinya luar biasa. Oleh karenanya, 
perceraian menurut hukum apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir 




Selain sebagai bencana finansial bagi kebanyakan wanita,
2
 perceraian juga 
mengakibatkan ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban perceraian.
3
 
Bahkan, para remaja yang tumbuh dan hidup dalam keluarga yang bercerai juga 
akan terpengaruh untuk tidak dapat mempertahankan perkawinan pertama mereka 
selama masa hidupnya. Terlebih lagi, perceraian akan lebih berimplikasi kepada 
pasangan yang sama-sama memiliki orang tua yang bercerai.
4
 Anak-anak yang 
orang tuanya bercerai rata-rata memiliki tingkat masalah yang lebih besar 
dibanding anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai, baik berhubungan perilaku 
                                                 
1
 Amina Wadud, Qur’an and Women (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 79. 
2
 Jeffrey S. Gray, “The Economic Impact of Divorce Law Reform”, dalam Population 
Research and Policy Review, Springer on behalf of the Population Association of America, Vol. 
15, No. 3, Juni 1996, hlm. 275, 281. 
3
 Nicholas H. Wolfinger, “More Evidence for Trends in the Intergenerational Transmission 
of Divorce: A Completed Cohort Approach Using Data From the General Social Survey”, 
Demography, Springer on behalf of the Population Association of America, Vol. 48, No. 2, Mei 
2011, hlm. 582. 
4
 Paul R. Amato, “Explaining the Intergenerational Transmission of Divorce”, dalam 
Journal of Marriage and Family, National Council on Family Relations, Vol. 58, No. 3, Agustus., 
1996, hlm. 631-639. 
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eksternal maupun internal, seperti minimnya kesejahteraan psikologis, seringkali 




 Oleh karenanya, untuk meminimalisir problem keluarga tersebut, 
berdasarkan rumusan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang 
perkawinan pasal 39 ayat (1) diatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan 
sidang Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama 
bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.
6
 
Aturan ini, jika dikembalikan pada sejarah terbentuknya UUP 1/1974, merupakan 
hal yang baru bagi umat Islam, sebab pada saat itu masih kental dengan produk 
fikih yang mana aturan talak tanpa memerlukan keterlibatan penguasa. 
Untuk memahami hal perkembangan dan perubahan regulasi UUP 1/1974, 
perlu kiranya untuk menelusuri sejarah perjalanan ketatanegaraan bangsa 
Indonesia pada masa-masa sebelumnya.
7
  Ada tiga masa ketika Indonesia dalam 
dekapan penjajah, yaitu (1) masa VOC tahun 1602 s/d 1800; (2) masa Belanda 
1800 s/d 1942 dan (3) masa Jepang tahun 1942 s/d 17 Agustus 1945.
8
 Penelitian 
ini berusaha untuk menelusuri aturan perceraian, terutama talak yang harus 
dilakukan di depan Pengadilan, tetapi karya ini langsung merujuk pada zaman 
penjajahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan.  
                                                 
5
 Jennifer E. Lansford, “Parental Divorce and Children's Adjustment”, dalam Perspectives 
on Psychological Science, Sage Publications, Inc. on behalf of Association for Psychological 
Science, Vol. 4, No. 2, Maret, 2009, hlm. 142, 149. 
6
 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 
108. 
7
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Analisis dan Evaluasi Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang Peninggalan Kolonial (Belanda dan Jepang), (Jakarta: t.p., 2015), 
hlm. 1. 
8
 Ibid., hlm. 159. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan rumusan judul dan latar belakang masalah di atas,  tulisan ini 
mengungkap beberapa pokok permasalahan: 
1. Bagaimana perkembangan dan perubahan regulasi talak dalam konteks 
sejarah sosial Indonesia? 
2. Mengapa institusi talak harus diselenggarakan di Pengadilan Agama? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dari rumusan masalah diatas, karya sederhana ini memiliki tujuan yang 
hendak dicapai secara eksplisit: (1) untuk mengetahui keberanjakan hukum talak 
di Indonesia; (2) untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengapa urusan domestik 
dalam hal putusnya perkawinan harus diselenggarakan di Pengadilan Agama.  
Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya setidaknya dapat (1) 
memberikan sedikit kontribusi akademik dalam memperkuat diskursus negara 
yang diaplikasikan dalam Pengadilan Agama dalam hal perceraian, terutama 
talak, dan (2) keterangan serta analisa apapun dalam karya ini tentu mengandung 
kekurangan. Namun , ia diharapkan mampu menambah pemahaman kita tentang 
kedudukan dan keadaan  hukum  talak di Indonesia. Dan semoga karya ini dapat 
memperkaya khazanah di bidang hukum keluarga, serta dapat dijadikan bahan 
kajian dalam penelitian selanjutnya. 
D. Kajian Pustaka 
Hadirnya kajian pustaka ini dalam  rangka membedakan karya ini dengan 
karya-karya  sebelumnya.  Meskipun kajian yang diteliti oleh penulis ini sudah 
tidak sedikit para ahli yang telah menjelaskan secara detail terkait kesamaan 
4 
 
tema. Para akademis yang dimaksud, yang telah ditemukan oleh penulis, bukan 
yang belum ditemukan oleh penulis meskipun masih banyak dan belum 
terdeteksi, dapat diuraikan sebagai berikut:   
Pertama, tahun 2006 terdapat karya berjudul Perceraian Di Luar Lembaga 
Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum 
dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam) oleh 
Malik Ibrahim.
9
 Penelitian tersebut menggunakan Filsafat Hukum Islam sebagai 
pisau analisis terhadap perceraian yang tidak diimplementasikan di Pengadilan 
Agama, dan mempertanyakan akar filosofis mengapa seringkali terjadi 
perceraian di luar pengadilan, juga hal-hal yang seharusnya diwujudkan dalam 
menanggulangi hal-hal yang berefek negatif. Kesimpulan yang dapat dipetik dari 
karyanya bahwa perceraian di luar lembaga peradilan menimbulkan efek 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perempuan ini berasal dari dogma 
teologi yang sangat dipegangi. Oleh karenanya perlu partisipasi dari segenap 
kekuatan seperti teologis, yuridis, politis, sosiologis, untuk berorientasi dalam 
menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. 
Di tahun yang sama (2006), Akhmad Khaidoni,
10
 dalam laporan 
penelitiannya berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di bawah 
Tangan (Studi kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu), mengkaji 
                                                 
9
 Malik Ibrahim, “Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu 
Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat 
Hukum Islam), dalam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Madzhab Jogja ke-2; 
Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006), 
hlm 373-431. 
10
 Akhmad Khaidoni, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian di bawah Tangan (Studi 
kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak 
diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006) 
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dengan pendekatan sosiologis di Desa Lajer Kecamatan Tukdana. Karyanya 
menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan warga tidak 
melakukan perceraian ala negara itu dapat mengakibatkan problematika hukum 
ketika salah satu dari keduanya akan melakukan pernikahan kembali karena 
statusnya tidak jelas. Peran pengadilan sebagai saksi dalam menyelesaikan 
perceraian yang digantikan oleh tokoh agama setempat juga menjadi sebuah 
problematika tersendiri, padahal pemerintah terus berusaha untuk 
membangkitkan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, dalam akhir 
pembahasannya dinyatakan bahwa perceraian di pengadilan bukanlah suatu 
kewajiban yang harus dilaksanakan karena di dalam Al-Qur‟an dan Hadis tidak 
diatur secara tegas tentang pencatatan perceraian dan keharusan melakukan 
perceraian di muka sidang pengadilan. Statemen tersebut juga sama dengan 
penelitian Rial Fuadi,
11
 yang membandingkan perceraian di luar pengadilan 
ditinjau melalui hukum positif dan hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian 
yang dilakukan di luar pengadilan perspektif hukum Islam adalah sah. 
Selanjutnya, Imdad
12
 meneliti pada tahun 2007 dengan topik Pandangan 
Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama. 
Dengan pendekatan yuridis-normatif, karya tersebut menjawab beberapa pokok 
masalah tentang: (1) pandangan NU mengenai status talak diluar Pengadilan 
Agama: (a) apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, 
                                                 
11
 Rial Fuadi, Perceraian di Luar sidang Pengadilan Ditinjau dari Hukum Islam dan 
Hukum Positif Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau, Skripsi Fakultas 
Syariah dan Hukum tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997). 
12
 Imdad, Pandangan Muktamar Nahdatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan 




maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang 
pertama dan sejak itu pula dihitung masa iddahnya; (b) Jika suami telah 
menjatuhkan talak di luar pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di 
depan hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya, sedangkan 
perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama; (c) Jika talak 
didepan Hakim agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau dalam masa 
iddah ba‟in, maka talaknya tidak diperhitungkan; (d) Jika talak yang dijatuhkan 
di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa atau sekedar menceritakan 
talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan. (2) istinbat hukum NU 
mengenai pertimbangannya: (a) berpijaknya NU terhadap ulama sebagai 
produsen kitab kuning dipandang sesuai dengan akidah ahlus sunnah wa al-
jama‟ah; dan (b) sistem pengambilan keputusan hukum NU mengikuti pendapat 
mayoritas mazhab. 
Dua tahun berikutnya (2009), terdapat penelitian dengan judul Perceraian di 
Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan 
Prambanan Kabupaten Sleman oleh Nurul Qodar.
13
 Dengan teori sadd al-
żari >’ah, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa yang perceraiannya tidak 
dilakukan di pengadilan, mereka tidak akan mendapatkan akta cerai. Sehingga 
untuk remarry, mereka menyiasatinya dengan nikah siri. Ini dikarenakan 
minimnya pengetahuan, minimnya kesadaran hukum, rendahnya ekonomi, proses 
pengadilan yang menyita waktu, dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah 
di desa tersebut. 
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 Nurul Qodar, Perceraian di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa 
Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 
tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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Pada tahun yang sama (2009), Defrianto
14
 mengkaji tentang Pandangan 
Tokoh Masyarakat terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di Jorong Sitiung 
Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya). Dengan pendekatan 
yuridis-normatif, penulis mengkaji perceraian yang dilaksanakan di rumah dan 
yang disaksikan oleh tokoh masyarakat terutama mamak (paman) dari pihak istri 
dan mamak dari pihak suami. (1) Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
perceraian di luar Pengadilan: (a) Kurangnya informasi tentang keharusan 
melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama; (b) Perceraian harus 
dilakukan oleh para tokoh agama dan mereka memfasilitasi terjadinya perceraian 
tersebut; (c) Jauhnya pengadilan; (d) Biaya mahal. (2) Menurut pandangan tokoh 
masyarakat Jorong Sitiung, perceraian di luar Pengadilan Agama adalah sah, 
dengan berpedoman pada fikih klasik. Bahkan, mereka mengatakan bahwa 
perceraian di PA hanya melegalkan menurut hukum negara saja dengan 
mendapatkan akta perceraian. dan (3) menurut karya ini bahwa perceraian yang 
dilakukan di luar pengadilan tidak sejalan dengan hukum Islam.  
 Anis Surahman,
15
 yang meneliti pada tahun 2013 dengan judul Penetapan 
Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fikih Syafi’iyah 
dan UU No. 1 Tahun 1974), menggunakan pendekatan yuridis-normatif lebih 
menekankan pada perbedaan konsep talak yang ada pada fikih Syafi‟iyah dan 
UUP No. 1 tahun 1974. Dimana pada kedua aturan tersebut adalah berbeda, yang 
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 Defrianto, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Talak di Luar Pengadilan (Studi di 
Jorong Sitiung Kenagarian Situng Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya), Skripsi Fakultas Syariah dan 
Hukum tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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 Anis Surahman, Penetapan Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara 
Fikih Syafi’iyah dan UU No. 1 Tahun 1974), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak 
diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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pertama meskipun talak diucapkan dengan tidak sengaja dianggap sah, sementara 
yang kedua (UUP) talak harus melalui proses Pengadilan Agama. 
Pada tahun 2014 terdapat karya berjudul Keharusan Perceraian di Sidang 
Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqashid Syariah), oleh Khafid 
Ridho.
16
 Penulis yang meneliti dengan pendekatan filsafat hukum Islam 
menyimpulkan bahwa (1) aturan dan proses hukum tentang keharusan perceraian 
di muka pengadilan dalam KHI adalah satunya-satunya talak yang dapat 
dibenarkan setelah Hakim memproses permohonan yang kemudian menyetujui 
ikrar talak setelah tidak dapat mendamaikan penggugat-tergugat; (2) berdasarkan 
tinjauan maqa >s }id al-syari’ah terhadap aturan keharusan perceraian di sidang 
pengadilan dalam Pasal 115 KHI ini merupakan upaya dalam meminimalisir 
angka perceraian dan menertibkan tata laksana perceraian dimana Hakim 
berperan sebagai saksinya (hifż ad-di >n), melindungi terhadap hak-hak istri dan 
anak (hifż an-nafs), memberikan tanggung jawab atas pendidikan anak (hifz al-
aql), memberi kepastian hukum berupa nafkah kepada istri selama masa iddah 
dan anak hingga dewasa (hifz al-ma>l).  
Dan pada tahun 2016, Muhammad Fauzinudin, yang meneliti tentang 
Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa’i >d 
al-Asyma>wi > dan Jama>l al-Banna>)17 dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam 
dan teori maqa >s }id al-syari >’ah, mendialogkan dua konsep talak menurut 
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 Khafid Ridho, Keharusan perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI 
(Tinjauan Maqashid Syariah), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tidak diterbitkan (Yogyakart: 
UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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 Muhammad Fauzinudin, Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran 
Muhammad Sa’i>d al-Asyma>wi> dan Jama >l al-Banna>), Tesis Hukum Keluarga Islam tidak 
diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) 
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Muhammad Sa‟i >d al-Asma>wi > dan Jamal al-Banna>. (1) Menurut al-Asyma>wi 
konsep talak tidak hanya dapat dirusak secara sepihak oleh suami, bahkan ia 
berpendapat bahwa talak boleh dirusak oleh istri. Sementara menurut Jama >l al-
Banna > seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak tanpa adanya persetujuan 
(qabu>l) dari pihak istri. Artinya, keabsahan perceraian hanya dapat terjadi jika 
terdapat kesepakatan antar keduanya. (2) Menurut Asyma >wi dan Jama >l, hak talak 
bagi istri dalam pandangan ahli fikih harus diposisikan sebagai sebuah produk 
pemikiran dan bukan satu-satunya rujukan umat Islam dalam mencari solusi 
hukum. Sebab produk fikih merupakan dialektika manusia (mujtahid) yang tentu 
saja disesuaikan dengan konteks di mana dan kapan mereka tinggal. Konsep fikih 
talak bagi keduanya juga menggiring umat Islam masa kini untuk berpindah dari 
fikih teosentris menuju fikih antroposentris. (3) Hanya saja al-„Asma>wi> 
menganggap persaksian adalah tidak wajib dalam perceraian sebagaimana tidak 
perlu adanya saksi dalam transaksi, sementara Jama >l mengharuskan adanya 
persaksian dalam talam. 
Selanjutnya adalah Skripsi Aziz Maulana berjudul Urgensi Saksi dalam 
Talak dan Rujuk Menurut KHI dan Fiqih (Sebuah Kajian Komparatif).
18
 Karya  
dengan pendekatan normatif ini menyimpulkan bahwa (1) saksi dalam Kompilasi 
Hukum Islam sangat sesuai dengan salah satu tujuan dari Hukum Islam, yaitu 
maslahah; (2) beberapa pendapat fikih berbeda pendapat mengenai adanya saksi 
dalam talak dan rujuk. Pertama, bagi ulama Sunni sepakat bahwa talak bisa jatuh 
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tanpa adanya saksi, tetapi dalam rujuk harus ada saksi sebagai penyelerasan 
dalam nikah. Kedua, menurut ulama Syi‟ah mewajibkan adanya dua saksi yang 
adil dalam talak dan rujuk; (3) sehingga dalam karya ini menyatakan bahwa 
aturan hukum yang sesuai untuk masyarakat Indonesia adalah Kompilasi Hukum 
Islam, yang sekaligus dijadikan rujukan oleh pengadilan Agama sebagai lembaga 
hukum yang sah.  
Naskah mengenai sejarah sosial yang juga bergandengan dengan bidang 
keluarga juga layak dituturkan disini: pada tahun 1998 Tesis Ratno Lukito,
19
yang 
telah diterjemahkan berjudul Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di 
Indonesia, sekilas menguraikan sosial-historis Indonesia dari penjajahan 
Belanda, Jepang, dan paska kemerdekaan. Tetapi dalam bidang hukum keluarga, 
karya tersebut hanya mendialogkan hukum Islam dan hukum adat tentang harta 
gono-gini, wasiat wajibah dan taklik talak. Jadi karya ini tidak meyentuh 
permasalahan talak yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini. 
Terakhir pada tahun 2002 terdapat Magnum opus Khoirudin Nasution 
berjudul Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan 
Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia.
20
 Karya ini 
mendialogkan gelombang besar historisitas pembaharuan perkawinan dan 
perceraian baik di Indonesia maupun di Malaysia, dan juga menyinggung 
pencatatan perkawinan, perceraian, peran wali dan kebebasan wanita memilih 
pasangan, serta poligami dengan metode tematik-holistiknya. Tetapi khusus 
tentang perceraian, karyanya, yang mendialogkan keberanjakan fikih ke Undang-
                                                 
19
 Ratno Lukito, Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 
1998). 
20
 Khoirudin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, hlm. 317-326. 
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Undang, menguraikan bahwa pada pra-Islam suami mempunyai hak talak mutlak 
dengan jumlah yang tidak terbatas, sementara istri sama sekali tidak mempunyai 
hak cerai. Kemudian ketika Islam datang, suami hanya mempunyai hak cerai 
maksimal dua kali dan talak harus dilakukan ketika masa suci; Istri juga 
mempunyai hak cerai (khuluk), dan boleh menuntut uang konpensasi (mut‟ah) 
dalam masa iddah; dan ketika pada masa Nabi maupun sahabat, walaupun 
prosesnya tidak berjalan formal, kasus perceraian tetap menyiratkan penggunaan 
pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Maka, pada masa modern, pihak 
ketiga diwakili oleh Pengadilan. Karyanya menyimpulkan bahwa prinsip 
modernitas hukum Indonesia atau Malaysia sejalan dengan prinsip Islam yang 
diperjuangkan Rasulullah, yaitu memposisikan wanita sejajar dengan laki-laki. 
Telah ditampilkan sejumlah studi yang membahas mengenai isu perceraian 
ditinjau dari berbagai aspek yang pada gilirannya mengisyaratkan bahwa belum 
ada pembahasan tentang Talak di Depan Pengadilan dengan menggunakan 
pendekatan sosio-historis-filosofis. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha 
mengisi kekosongan tersebut guna memberikan warna baru dalam pembahasan 
terkait. 
E. Kerangka Teoritik 
Perwujudan perundang-undangan perkawinan Indonesia tidak bisa 
dilepaskan dari peradaban hukum yang selalu berkembang, dan pluralismenya 
masyarakat. Sehingga para yuris selalu beranjak untuk merumuskan kebijakan 
baru mengenai hukum keluarga dari masa ke masa. Dalam bidang hukum 
mengenai talak yang harus diselenggarakan di Pengadilan perlu ditinjau 
12 
 
sejarahnya, karena hukum yang sedang berjalan erat sekali hubungannya dengan 
masa lampau. Tetapi bukan berarti keberlakuan segala hukum masa lampau 
dimanfaatkan untuk masa saat ini begitu saja, dan sudah barang tentu hukum masa 
silam ditinggalkan dan merevolusinya agar lebih sesuai dengan kepribadian 
bangsa. Dengan demikian, kausalitas hukum yang baru ini merupakan reaksi 
terhadap hukum yang lama, karena yang baru  itu hanya bisa dipelajari dari masa 
lampau.  
Penelusuran terhadap sejarah hukum ini bukan mengeksplor bagaimana 
hukum itu berlaku pada masa silam yang hanya sebagai fakta historis, tetapi 
bagaimana hukum itu jadi.
21
 Hal ini dikarenakan sejarah merupakan satu ilmu 
yang berupaya memahami peristiwa seputar kehidupan manusia dan juga 
masyarakat bukan hanya yang terjadi pada masa lalu tetapi juga masa kini dan 
sekaligus bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa mendatang secara 
obyektif. Dengan demikian, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang 
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.
22
 Seringkali, pembahasan sejarah 
mencakup waktu, tempat dan topik. Oleh kareanya, ia menuntut para pengkajinya 
untuk melihat obyek kajian secara totalitas, termasuk aspek sosial, budaya, politik, 
ekonomi dan lain sebagainya dalam bidang empiris yang mengitarinya.
23
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 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannja di Indonesia 
Sedjak 1942dan Apalah Kemanfaatannja Bagi Kita Bangsa Indonesia (Bandung: PT Gunung 
Agung, 1971), hlm.  6-7. 
22
 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi 
(Yogyakarta: Suka-Press, 2013), hlm. 25-26, 160. 
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Pengkajian bukti historis dari hubungan sosio-kultur dan sosio-politik tersebut 
merupakan bukti historis atas perubahan-perubahan yang dipraktikan.
24
 
Dari sini bisa juga dikatakan, untuk memahami realitas pemikiran hukum 
dikalangan umat Islam saat ini, diperlukan mengkaji realitas pemikiran hukum 
umat Islam puluhan tahun lalu, begitu juga realitas pemikiran hukum Islam di 
kalangan umat Islam saat ini akan mewarnai realitas pemikiran hukum dikalangan 
umat Islam dua puluhan tahun ke depan. Dengan mempelejari sejarah, kita dapat 
memperoleh kesempatan untuk belajar dari apa yang telah terjadi atas pengalaman 
manusia yang terekam di masa lampau.
25
  
Teori sejarah membicarakan periode yang lebih panjang di banding teori 
sosial meskipun sama-sama mempelajari kondisi, struktur kelas, dan kebijakan 
negara.
26
 Selain hal-hal tersebut, yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah 
menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi dan saling 
berhubungan.
27
 Dalam perjalananannya, cakupan kajian sejarah mengalami 
perkembangan, seperti (1) sejarah politik (political history); (2) sejarah intelektual 
(intellectual history, history of ideas); (3) sejarah biografi (biographical history); 
(4) sejarah ekonomi (economic history); (5) sejarah sosial (social history).
28
 
Meskipun demikian, pada prinsipnya sejah sosial ini bukanlah hal baru dalam 
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 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Pengantar), Editor: Abd. 
Salam Arief & Mochammad Sodik, dalam Antologi Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Offset, 
2010), hlm. 6-10. 
14 
 
tradisi ilmu keislaman, karena pendekatan tersebut merupakan abstraksi dari teori 
asbabun nuzul atau asbabul wurud.
29
 
Dari beberapa cabang kajian sejarah tersebut, penelitian ini menggunakan 
pendekatan sejarah sosial. Sejarah memanjang dalam waktu (diakronis), 
sementara sosial meluas dalam ruang (sinkronis).
30
 Cara kerja teori ini melalui 
tiga tahapan: (1) Otoritas epistem (al-quwwah al-ma’rifah, epistemic authority, 
normal science), yaitu suatu pemikiran atau otoritas yang diikuti oleh penduduk 
tertentu dan mengikat selama kurun tertentu pula; (2) Kontinuitas (al-śawa >bit, 
continuity) yaitu hal-hal tertentu yang masih diberlakukan dan dianggap baik 
tetapi sedikit menimbulkan ketidaknyamanan pada otoritas epistem; (3) 
Perubahan, (al-mutaghayyirat, change) yaitu perpaduan pemikiran antara otoritas 
yang lama dengan yang baru sehingga adanya kolaborasi tersebut menjadi al-
muh}afad }ah ‘ala al-qadi >m al-sa>lih, wa al-akhdu bi al-jadi>d al-as }lah } (memelihara 
yang sudah ada yang masih baik, dan mengambil baru yang lebih baik).
 31
 
Setelah dimensi terbentuknya hasil jadi konsep talak yang diwujudkan dalam 
UU perkawinan melalui sejarah sosial, selanjutnya pendekatan filosofis
32
 juga 
digunakan untuk menelusuri mengapa Indonesia melahirkan regulasi tersebut. 
Filsafat yang dimaksud adalah Maqa >s }id al-Syari >’ah yang memiliki tingkatan 
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primer (al-d }aru >riyya >t/essential) , sekunder (al-hajiyya >t/necesssary), maupun 
terseier (al-tah }siniyya >t/improvement) yang perlu dilindungi atau dilestarikan. 
Perlindungan  dan pelestarian ketiganya memiliki unsur berupa, agama 
(religion/di >n), jiwa (soul/nafs), akal (mind/’aql), harta (property/ma >l), keturunan 
(offspring/nasl) dan kehormatan (honour/’Ird}i).33  
F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dimana data-
data yang diperlukan berasal dari literatur kepustakaan. Dengan adanya 
penelusuran data yang bersumber dari pustaka, penilitan ini bermaksud untuk 
mendapat keterangan-keterangan terkait, yang pada gilirannya dapat 
menggambarkan pembahasan secara detail.
34
 
2. Pendekatan Penelitian 
Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap konsep talak di 
depan pengadilan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-
historis-filosfis. Pendekatan sejarah sosial yang memiliki konsep episteme 
authority, continuity, and change digunakan untuk menelusuri prosedur talak 
yang telah terekonstruksi dalam bentuk undang-undang perkawinan. Sementara 
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pendekatan filsafat digunakan untuk mengungkap mengapa talak harus didepan 
pengadilan. 
3. Sumber Data 
Pembaruan konsep talak yang hendak diungkap dalam penelitian ini 
tentunya membutuhkan sumber data. Singkatnya, sumber data adalah dari mana 
data dapat diperoleh.
35
 Dikarenakan penelitian ini adalah library research, maka 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, 
sekunder, dan tersier. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk data primer adalah 
himpunan peraturan undang-undangan tentang perkawinan, baik berupa BW, 
HOCI, maupun Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Kemudian untuk  data 
sekunder, sebagai pendukung bahan primer, terdiri dari hasil penelitian, jurnal, 
buku, kitab fikih klasik, dan lain sebagainya. Dan data tersier yang memberikan 




4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 
yang berdasarkan dokumentasi. Maksud dari teknik ini adalah pengambilan data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan, baik 
berupa catatan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, majalah, tentang pendapat, 
teori, dalil, hukum-hukum dan lain sebagainya.
37
 Setelah data yang diperlukan 
                                                 
35
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 129. 
36
 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: LP3ES, 1998), 
hlm. 126. 
37




terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan reduksi data, dan  
penyajian data. Reduksi data artinya adanya proses pemilihan data atau 
penyederhanaan data yang akan dikaji. Setelah direduksi, data yang sesuai 
dideskripsikan secara sistematis sebagai kegiatan refleksi dari penelitian. 
5. Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa pengkajian 
terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori untuk membuat suatu 
kesimpulan terhadap hasil penelitian.
38
 Sebagai tindak lanjut dari pengolahan 
data yang telah disajikan secara deskriptif, analisis dalam penelitian ini 
menggunakan pola deduktif dengan teori sosio-historis.
39
 
G. Sistematika Pembahasan 
Penulisan karya ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa Bab. 
Agar tidak mempersulit pemahaman, penulis membagi pembahasan sebagai 
berikut: 
Bab pertama tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah 
yang dirunut dengan rumusan masalah sebagai ilustrasi tentang permasalahan 
yang diangkat oleh penulis. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian juga 
ditampilkan sebagai gambaran mengapa penelitian ini harus dilakukan. Agar 
tidak terjadi pengulangan penelitian, dalam bab ini juga dipresentasikan telaah 
pustaka sebagai pembeda dari karya-karya yang telah disajikan oleh beberapa 
penulis sebelumnya. Kerangka teoritik dan metode penelitian sebagai landasan 
                                                 
38
 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 183. 
39
 Deduktif digunakan untuk penelitian normatif atau preskriptif, sementara induktif 
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berfikir untuk mengetahui bagaimana proses dalam sebuah penelitian bergerak. 
Dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang 
struktur berpikir agar ditemukan arah yang jelas dan tidak terjadi penyimpangan 
dari pokok masalah. 
Diskusi terkait tinjauan umum tentang konsep talak hukum Islam dan hukum 
adat yang juga berlaku di penduduk pribumi sebelum dan sesudah kedatangan 
Belanda diuraikan dalam bab dua. Keduanya disajikan secara terpisah, tetapi 
tidak menghilangkan esensi dengan menghadirkannya, yaitu mengetahui adanya 
perbandingan antar keduanya. 
Kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga dengan mendialogkan sejarah sosial 
tentang regulasi talak yang berlaku dalam perundang-undangan. Selain itu, dalam 
bab ini, pembahasan mengenai kanunisasi hukum keluarga, terutama tentang 
dialektik pembentukan UUP 1/1974 di Indonesia, juga diuraikan sebagai 
gambaran tentang keumuman permasalahan berlakunya prosedur talak secara 
tidak wajar.  
Bab keempat merupakan diskusi yang hanya terbagi menjadi dua untuk 
menjawab perumusan masalah yang telah diajukan. Ketika penulisan dalam 
analisis sudah dianggap selesai, berikutnya penulis menyimpulkannya dan 
tentunya menyingkronkannya dengan pokok masalah untuk lebih mempermudah 
dalam memahami karya ini dalam bab lima. Dan selanjutnya, dalam bab ini juga 
diberikan saran sesuai dengan penelitian ini dan mengusulkan penelitian apa 






Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, pada bab ini perlu kiranya 
untuk disimpulkan agar dapat mempermudah pemahaman. 
1. Perkembangan adanya talak yang diselenggarakan di Pengadilan Agama pada 
masa sekarang ini dengan adanya saksi hakim dan bukti tertulis memiliki 
sejarah panjang. Karya ini yang menelusuri dari masa penjajahan Belanda, 
kependudukan Jepang hingga era kemerdekaan mengindikasikan bahwa 
perkembangan adanya administrasi talak untuk mendapatkan kepastian 
hukum agar yang bersangkutan memiliki keabsahan secara agama dan negara 
Indonesia diatur secara murni dalam UU nomor 22 tahun 1946 yang 
diterapkan di kawasan Jawa dan Madura. Aturan ini kemudian diberlakukan 
di Sumatera pada tahun 1949 dan kemudian diamandemen pada tahun 1954 
untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. Oleh karena aturan tersebut masih 
menyisahkan problematika talak ala produk fikih, pada perkembangan 
selanjutnya Indonesia tidak hanya mengatur talak harus dicatatkan tetapi juga 
harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, dimana aturan ini tertuang 
dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dan pada dasarnya 
regulasi tentang talak di depan pengadilan sekaligus administrasinya hampir 
secara keseluruhan bermodalkan dari produk hukum yang berlaku sejak 
zaman penjajahan Belanda. Dan pada masa transisi  dari masa Belanda ke 
pendudukan Jepang tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali laporan 
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perceraian yang mana pada masa Belanda harus dilaporkan setiap triwulan, 
pada masa Jepang dilaporkan setiap bulan.  
2. Lahirnya unifikasi hukum berupa regulasi talak di depan pengadilan ini 
sebenarnya suatu hal yang baru bagi umat Islam pada saat itu. Namun dengan 
adanya pemagaran untuk mengakses talak tersebut, setidaknya sejumlah 
pihak dapat menikmati kehidupan secara damai. Eksitensi mempsulit 
putusnya perkawinan misalnya, menandakan bahwa perceraian harus di 
sidang pengadilan dengan adanya alasan yang relevan dan limitatif. Hadirnya 
lembaga pengadilan ini dapat dimungkinkan menenteramkan pihak yang 
bersengketa, dapat menjamin dari penyalahgunaan institusi talak, dan dapat 
mereduksi implikasi negatif yang akan ditimbulkan, seperti halnya 
perselisihan harta atau perebutan pengasuhan anak. Kemudian, yang 
terpenting di era modern ini sebagai masyarakat tulis juga diperkenalkan asas 
legalitas dari kepastian hukum. Setelah lembaga peradilan menyaksikan 
berlangsungnya ikrar talak, kemudian persaksiannya itu akan dituangkan 
dalam bentuk akta cerai sebagai bukti pernah terjadinya persitwa talak. 
B. Saran 
Bagi praktisi, dalam rangka mensosialisasikan regulasi talak yang ada pada 
UU 1/1974 barangkali tidak hanya menggunakan aturan yang sudah jadi, tetapi 
juga bagaimana perkembangan dan perubahan dari institusi talak juga perlu 
dilakukan. Hal demikian dapat dimunginkan bagi masyarakat agar lebih taat pada 
unifikasi hukum yang telah dirumuskan oleh pelbagai kalangan. 
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 Penulis menyadari bahwa penelusuran sejarah dalam karya ini masih sangat 
kurang, terutama pada masa kerajaan dan pada masa kependudukan Jepang. Oleh 
karenanya, untuk penelitian selanjutnya jika menghendaki dengan tema dan 
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